FEPUTUSAN PRESIDEN RIZIPUBLIK INDONESIA

MOMOR : 58 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAIZRAH
INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDFEN
NOMOR 45 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

eninbang : a. bahwa untuk lebih meningkat.<an penge-
lolaan, pengzndalian, dan pa2rencanasn
serta memper.ancar pelaksan:aan pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batam,
dipandang perlu untuk mengubih susunan
Otorita Pengembangan Daerai Industri
Pulau Batam dalam Keputusar Presiden
Nomor 41 tahun 1973 sebagainana telch
diuban dengan Keputusarn Presiden Nomor
45 taaun 1978.

‘tleng .ngat : 1. Pasal 4 ayat (1} Undang-unilang Dasar
' 1945.

2. Keputisan Presiden Nomor 41 tahun 1973
tentang Daerah Industri Pulau Batam,
sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Presiden Nomor 45 tahun 1978.

3. Keputusan Ptresiden Nomoar 56 tahun 1984
tentang Penambahan Wilavah Lingkunagan
Keria Daerah Tndustri Pulau Batam dan
Penetapannva sebagai Wileévah Usaha
Bonded Warehouse.

4. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1984
tentang Hubungan Kerje antara
Kotamadya Baam dengan Otor.ta Pengen-
bangan Daerah Industri Pulau Batam.
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M E MU T US K AN

enet ipkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAMAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAEFAH INDUS-
TRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TE_AH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4% TAHUN
1978

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 4 avat (2} sehingga berbu-
rvi sebagai berikut :

Suysunan Otorita Pergembanagan Daer:ih Industri
Pulau Batam terdiri deri :

Ketua

Wakil Ketua

Kepala Satuan Pelaksana

d. Kepala Satuan Pengawasan Intern
e. Asisten Ketua."

Nn o

Jenvisipkan pasal baru dalam BAB IV dan nenjadikan-

Pasal 7a yang berbunyi sebagai beriku:
"pPasal 7a

Kepala Satuan Felaksana, Kepala Satuar Pengawas-
an Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa.

Asisten Ketua adalah jabatan setin-ka: es2lon
IIb."

Mengubah ketentuan pPasal 3 sehingga seluruhaya ber-
bunvi sebagai berikut :

"pasal 8

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daer ih Industri
Pulau Batam dianagkat dan diberher.tikan oleh
Presiden.

Ketua dan Wakil Ketua Otorita Fengensangan Dae-
rah Industri Pulau dianakat dan diberhentikan
oleh Presiden.

Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuin Pengawas-
an Intern, Asisten Ketua dan jabatan lain di-
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lingkungan Otorita Pengembangan Daeral Industri
Pulau Batam diangkat dan diberhenf:ikean oleh
Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam.

&

(4) Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembingan Dae-
rah Industri Pulau Batam sebagaimanéc dimaksud
dalam Pasal 4 eyat (3) diangkat dan diberhenti-
kan oleh Ketua Otorita Pengembancan Daerah
Industri Pulau Batam atas usul Menteri vang
bersangkutan.”

DR fenqubah ketentuan Pasal 9 sehinaga berbunvi sebagal
: rerikut

"Pasal ©

{1) Perincian tugas dan tata keria Badain Pengawas
Daerah Industri Pulau Batam diatru lebilb lanjut
o0leh Ketua Badan Peng:was Daerah Industri Pulau
Batam.

{2) Perincian tugas, fungsi, susunar organisasi dan
tata kerja di lingkurgan Otorita Pengembarngan
Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh
Ketua Otorita Pengembagan Daerah Incatri Pulau
Batam setelah terlebilt dahulu mendapat perseta-
juan tertulis dari Menteri vang L2rtangauia
jawab dalam bidang pendavagunaan araratur n2-
gara."

Pasal II

Keputusan Presicden ini mulai berlaku peda tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jeakarta
Pada tangagal 24 Nopember 1989
PRESTIDEN REPUBLTIK TNDONESTA
ttd

SOEHARTO




